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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Puji Syukur Kami Panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena izin dan karunianya Laporan Indeks
Kepuasaan Masyarakat (IKM) Semester | (satu) Tahun 2022 telah diselesaikan dengan baik.

Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi
aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh
birokrasi dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negaranya). Dengan demikian
pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
ditetapkan.

Kebutuhan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan dapat
memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh
karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.Kalimantan Selatan
mengadakan Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM). Survei ini di dasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelengara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diartikan
bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan
membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.
Survei ini menanyakan langsung pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel, yang diambil
dari kuesioner.

Demikian Laporan Pelaksanaan Survey IKM ini dibuat, namun masih jauh dari sempurna dan
masih perlu perbaikan. Agar kedepannya lebih baik kritik dan saran yang membangun senantiasa
kami terima. Semoga laporan ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel dan masyarakat pengguna layanan
perizinan dan nonperizinan.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wh.

Banjarbaru, Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

-

AWML

HANIFAH DWI NIRWANA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710321 199803 2 006
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan
menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban
dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan
para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal
1 Ayat 1 bahwa: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggaraan pelayanan publik”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), menegaskan bahwa
“Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas
pelayanan. Disamping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian
terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya”.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan
masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui
media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan
pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu yang harus dilakukan
dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada
pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik
yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik Survei
yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Survei kepuasan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Survei

kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik. Bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja
pelayanan unit yang bersangkutan.

Sementara kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat
sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai Kinerja
penyelenggara pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
dan

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Selatan.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan
Pengukuran/Survei IKM dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
Semester | dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2022 sebanyak

138 responden.

D. Manfaat Hasil

Perhitungan IKM yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui perhitungan IKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

2. Mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarbaru;
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3. Mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

4. Bahan masukan dan informasi untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, guna bahan pertimbangan dalam
pengambilan atau penetapan kebijakan yang perlu diambil dan diupayakan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarbaru;

5. Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengukuran IKM yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan meliputi kepuasan masyarakat
terhadap sistem pelayanan-pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun dimensi-dimensi kepuasan masyarakat
yang diukur meliputi dimensi kesesuaian, prosedur, ketepatan waktu, kewajaran biaya, hasil
pelayanan, kemampuan petugas, sikap petugas, prasarana dan sarana, dan tindak lanjut
pengaduan yang dilaksanakan.
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BAB |1
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-
angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis,
disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat/investor pengguna layanan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan di
Banjarbaru, antara lain melayani jenis perizinan dan nonperizinan Bidang Perizinan Ekonomi
dan SDA berupa : Izin kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian sektor perkebunan,
pertanian sektor peternakan, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, sektor
pariwisata serta lingkungan dan pertanahan ; Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
berupa : 1zin sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, kesehatan, tenaga kerja,
koperasi, pendidikan, penelitian, dan kerasipan ; Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan
Informasi berupa : Layanan Konsultasi dan Pengaduan. Dari ketiga bidang ini menangani
sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) jenis perizinan dan non perizinan, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada table sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :
084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut berikut:

Tabel 1
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) 5-30 GT,;

Surat 1zin Penangkapan Ikan Pukat Cincin (SIPI) 5-30 GT;

Surat Izin Penangkapan Ikan Jaring Insang (SIPI) 5-30 GT;
Surat I1zin Penangkapan Ikan Pukat Kantong (SIPI) 5-30
GT,

Surat Izin Penangkapan lkan Alat Tangkap Lain (SIPI) 5-
30 GT;

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5-30 GT;

Surat 1zin Kapal Andon (SIPI Andon) bagi Kapal dari Luar
Kalimantan Selatan;
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Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri Pemanfaatan

KEHUTANAN 1 ) .
Hasil Hutan;
5 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (1Ul-
PHHK) dengan Kapasitas kurang dari 6.000 m?;
3 Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
dengan Kapasitas kurang dari 6.000 m®/tahun;
Izin Pindah Lokasi, Perubahan dan Penggantian Nama
4 | Penanggungjawab Indusri Primer Hasil Hutan Kayu dengan
Kapasitas Produksi kurang dari 6000 m3;
Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Pendirian Industri
5 | Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas 6000 m3/tahun
atau lebih;
6 Rekomendasi Penerbitan 1zin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan;
7 | lzin Pembuatan Koridor;
8 | Izin Penggunaan Koridor
9 | Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;
10 Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan
Hutan;
11 | Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman;
12 Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Hutan Alam
dan Tanaman;
13 | Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu;
14 Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Kayu
dan Non Kayu;
15 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan;
16 | 1zin Pemanfaatan Kayu;
Izin Pengesahan IURKT Hutan Produksi pada Hutan Alam
17 ,
dan Hutan Tanaman; dan
18 Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat
(TPT KB)
PERTANIAN
SEKTOR 1 | Izin Usaha Perkebunan (IUP);
PERKEBUNAN
Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan
5 Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan
untuk Penerbitan izin Usaha  Budidaya Tanaman
Perkebunan (1UB-B);
Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan
3 Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan
unruk Penerbitan 1zin usaha Pembangunan Pabrik  (IUP-
P); dan
Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan
4 | Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan

untuk Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P).
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PERTANIAN 1 | Izin Pemasukan Bibit Ternak;
SEKTOR 2 | Izin Pengeluaran Bibit Ternak;
PETERNAKAN 3 | Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia dan Babi;
4 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;
5 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan;
6 | Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan;
7 | Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
8 | Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan,;
9 | Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;
10 | Izin Pemasukan Obat Hewan;
11 | Izin Pengeluaran Obat Hewan;
12 | 1zin Usaha Obat Hewan;
13 Izin Pembangunan Laboratqrium _ Kesehatan I—_|evyan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah Provinsi;
14 | 1zin Usaha Distributor Obat Hewan;
15 | Izin Pemasukan Hewan Peliharaan; dan
16 | 1zin Pengeluaran Hewan Peliharaan;
KESEHATAN 1 | Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;
2 | 1zin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit;
3 | Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKQOT);
4 | Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
5 | Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi;
6 | Sertifikat Produksi Kosmetika;
7 | lzin Pest Control Pengendalian Vektor dan Penyakit;
8 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan
Alat Kedokteran untuk Cabang Distributor Alat Kesehatan;
9 | Pedagang Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
10 | Pedagang Besar Kosmetik untuk Manusia;
11 | Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah Kelas B;
12 | Aktifitas Rumah Sakit Swasta Kelas B;
13 Int_justri Produk _O_bat Tradisional untuk Manusia Usaha
Mikro Obat Tradisional,
14 | Pedagang Besar Farmasi untuk Manusia;
15 | Izin Laboratorium Medis Kelas Pratama; dan
16 | Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama.
PERDAGANGAN 1 | Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko
Bebas Bea,;
2 | Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; dan
Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer
3 Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi  Bahan
Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi;
EDII\EAF\E);%IQD[;A,\AI\\IKA ) (Ssu|r|:?;[- Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi
MINERAL ’
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Surat Izin Penggalian Air Tanah dalam Daerah Provinsi

2 (SIP) Mata Air;
3 Surat Izin Penggalian Air Tanah dalam Daerah Provinsi
(SIP) Sumur Gali/Pantek;
4 Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah dalam
Daerah Provinsi (SIPA);
5 | Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
6 | Surat Izin Juru Bor (SIJB);
7 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Umum;
Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
8 | (Izin Operasi/lO) dengan Kapasitas diatas 500 KW / 625
KVA satu Instalasi;
9 | Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
10 Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk Kepentingan Umum;
8 | SOSIAL 1 | Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
2 | Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah; dan
3 | lzin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia.
9 | PEKERJAAN
UMUM DAN 1 Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Serat Optik untuk
PENATAAN Jaringan Komunikasi pada Ruas Jalan Provinsi;
RUANG (PUPR)
2 Izin Penggalian dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku
PDAM pada Ruas Jalan Provinsi;
Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrk Bawah
3 | Tanah (NYFGIJY) untuk Keperluan Iklan/Promosi pada
Ruas Jalan Provinsi;
4 Izin Penggalian dan Pemasangan Tiang Listrik dan
Telekomunikasi;
5 Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada Wilayah
Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi
Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan
6 L
Air Limbah
v Izin Pembelokan Sungai (khusus bidang pertambangan, dan
lain-lain)
8 | Izin/Dispensasi Crossing Jalan Nasional untuk Angkutan
Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan
Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel, dan
9 Izin Pembangunan Under Pass dan Over Pass pada Ruas
Jalan Provinsi.
10 | PERHUBUNGAN 1 Penyelenggar_a}an Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas
Jalan Provinsi;
2 |lzin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan

Angkutan Orang dengan Kendaraan Kendaraan Bermotor
Umum dalam Trayek Antar Kota dalam Provinsi (AKDP);
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Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);

Izin Insidental Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek dengan Terminal
Asal/Tujuan Tipe B;

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, dengan rincian
sebagai berikut;

Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang Wilayah Operasi Melampaui Lebih
Dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan
Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya
Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi,

Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan
Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya
Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi;

Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan
Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya Melampaui
Lebih Dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi;

Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan
Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya
Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi;

Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang
Wilayah Operasi Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kab/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput
Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu)
Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Permukiman
Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu)
Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Karyawan
Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu)
Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu)
Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Izin Usaha Bongkar Muat Barang;

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;

Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota dalam Provinsi;

Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;

Izin Usaha Depo Peti Kemas;
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Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;

12

Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau
Peralatan Terkait Angkutan Laut;
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13 | 1zin Usaha Tally Mandiri;

14 Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Antar Kab/Kota
dalam Provinsi;

15 | Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal
Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi dan Kab/Kota;

16 | 1zin Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi untuk
Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil
Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di
Kalimantan Selatan.

11 | PARIWISATA 1 | Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah;

Rekomendasi Haji Khusus; dan
3 | Rekomendasi Umrah.

Izin Pendirian/Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS
(Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Indonesia Swasta);
Izin Penyelenggaraan Pemagangan Keluar Negeri;
Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja,;
Pengesahan Peraturan Perusahaan; dan

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

12 | TENAGA KERJA

G WIN| -

13 | PERINDUSTRIAN

[EEN

Izin Perluasan Industri;
Izin Usaha Kawasan Industri;dan
3 | Izin Perluasan Kawasan Industri.

N

14 | PENDIDIKAN 1 | 1zin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
2 | 1zin Sekolah Menengah Atas;dan
3 | Izin Operasional Pendidikan Khusus.

1 Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) Lokasi

15 | KOPERASI Lintas Daerah kabupaten/kota.

1 |Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup yang

16 | KEARSIPAN disimpan dilembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Izin  Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah

17 | LINGKUNGAN 2 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

18 | PENELITIAN 1 | Surat Keterangan Penelitian Bagi Instansi Pemerintah

B. Teknik Pengumpulan Data
Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban
tertutup dan terbuka yang dibagikan langsung oleh petugas loket/satpam, serta dilakukan secara

online, kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.
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C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur

pelayanan yang telah ditetapkan/ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan;

3. Waktu Pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biayaltarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya sudah ditetapkan
berdasarkan Perda/ kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat yang berlaku;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kemampuan/kompetensi Petugas
Kemampuan petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Sikap/perilaku Pelaksana
Sikap pelaksana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara
untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penangan
pengaduan dan tindak lanjut.

9. Saranadan Prasarana
Sarana adalah Segala Sesuatu yan dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan

tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
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suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang
bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (Gedung).

D. Penyusunan IKM
1. Persiapan Pelaksanaan
Dalam penyusunan IKM diperlukannya tim pelaksana penyusun IKM. Tim pelaksana terdiri
dari pengarah, penanggungjawab, koordinator, ketua, sekretaris dan anggota sebagai
Surveyor sebanyak 12 orang terdiri dari dua bidang pelayanan yaitu Bidang Perizinan
Infrastruktur dan Sosial , Bidang Perizinan Perizinan Ekonomi dan SDA, Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan Informasi. Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang paling utama dalam
penyusunan IKM, dimana masyarakat umum / pelaku usaha / investor merupakan alat

pengukurnya.

2. Penyiapan Bahan Kuesioner

Dalam penyusunan IKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data

kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan Survei

terhadap tingkat kepuasan masyarakat atau pengurus izin.

Bagian Kuesioner

Bagian dari kuesioner dibagi atas tiga bagian yaitu:

Bagian | : Identitas responden meliputi usia/umur, jenis kelamin, pendidikan pekerjaan
dan jenis layanan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam
penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

Bagian Il : Identitas pencacah/pengumpul data, berisi data pencacah. (apabila kuesioner
dilakukan oleh satpam, bagian ini mungkin bisa tidak terisi).

Bagian Il : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat
kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang

dinilai.

3. Bentuk Jawaban
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat
kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori
tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai
persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.
Contoh:

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.
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e Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana,
alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.

e Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum
mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

e Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana,
tidak berbelit belit tetapi masih perlu diefektifkan.

e Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat

mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

4. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu

e Jumlah Responden
Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-
masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden
terpilih ditetapkan sebesar 138 orang dari jumlah populasi pengurusan perizinan yang
terbagi dari 2 bidang perizinan yaitu : Bidang Perizinan Produksi dan Industri dan Bidang
Perizinan Infrastruktur dan sosial. Kemudian dari Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Informasi yang menangani Layanan Konsultasi dan Pengaduan.

e Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan di:
1. Di sekitar loket/front office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Dilakukan Survei melalui Online.

5. Metode Pengolahan Data
¢ Nilai Rata-rata Terimbang
Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing
unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji,

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

ey i Unsur Penilaian 1
Nilai Rata — Rata Terimbang = Total Unsur = 5 = 0,111

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata

tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
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Total Nilai Seluruh Unsur
IKM =

X Nilai Rata — Rata Terimbang

Total Responden

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai
berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Penghitungan IKM

Tabel 2
Nilai Persepsi, Interval IKM,
Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI
NILAL | \reevar | INTERVAL | o ORN N | PELAYANAN
PERSEPSI (D) KONVERSI ) )
(NIK)
1 1,00~ 2,5996 | 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 2,603,064 | 65,00 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 — 3,532 | 76,61 88,30 B Baik
4 3,5324 — 4,00 | 88,31 100,00 A Sangat Baik

Data Isian kuesioner dari setiap responden diklasifikasikan menurut nilainya. Selanjutnya
untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan
adalah sebagai berikut:

- Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah
kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per
unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah
responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur
pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,111 sebagai

nilai bobot rata-rata tertimbang.

- Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 9 unsur

dari nilai rata-rata tertimbang.
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e Pengujian Kualitas Data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner,
disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok
umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan utama dan jenis layanan. Informasi
ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang

diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.

Laporan Hasil Penyusunan IKM

Hasil akhir kegiatan penyusunan IKM dari setiap unit pelayanan instansi pemerintah,

disusun dengan materi utama sebagai berikut:

e Indeks per unsur pelayanan
Berdasarkan hasil penghitungan IKM, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh
dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit
(gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap
unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,111. Apabila hasil dari
nilai indeks unit pelayanan sudah didapat maka, kemudian menghitung Nilai IKM setelah
dikonversi dengan rumus: Nilai Indeks x Nilai Dasar. Dengan didapatnya angka/nilai
IKM tersebut maka dapat ditentukan nilai Mutu Pelayanan Unit kerja tersebut

(A, B, C, atau D) dan tingkat kinerja unit pelayanan.

e Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai
paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap

dipertahankan.
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BAB 111
PROFIL RESPONDEN

A. Umur
Tabel 3
Tingkat Umur Responden
NO UMUR el Daliy (A EIELE A PERSENTASE (%0)
(Orang)

1 <18 6 4%
2 19-25 5 4%
3 26-30 8 6%
4 31-35 22 16 %
5 36-40 34 25%
6 41-45 20 14%
7 46-50 22 16 %
8 51-55 10 7%
9 >56 11 8%

Jumlah 138 100 %

Dari data diatas dapat diketahui dan disimpulkan mayoritas responden berada di tingkat umur

36-40 tahun yaitu sebanyak 34 orang dengan persentase 25 %.

B. Jenis Kelamin
Responden merupakan masyarakat pengguna jasa pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimatan Selatan Banjarbaru. Adapun jumlah
responden sebanyak 138 orang. Dari jumlah responden, didapat beberapa pengklasifikasian data
seperti, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan responden, pekerjaan responden, jenis
layanan dan data umur responden. Untuk klasifikasi berdasarkan data jenis kelamin responden
didapat data laki-laki sebanyak 121 orang (88%) dan perempuan sebanyak 17 orang (12%).

Berikut tabel jenis kelamin responden.

Tabel 4
Jenis Kelamin Responden

1 | Laki-laki 121 88 %
2 | Perempuan 17 12 %
Tldak_mencantumkan jenis 0 0%
kelamin

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian

ini berjenis laki-laki sebanyak 121 orang (88%).
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C. Pendidikan Terakhir
Dari data tingkat pendidikan responden diketahui
Sarjana (S-1), 2 orang berpendidikan Diploma (D1-D3-D4), 98 orang berpendidikan setingkat
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), serta 2 orang berpendidikan setingkat Sekolah Lanjutan

14 orang berpendidikan setingkat

Tingkat Pertama (SLTP). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Responden
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN i e Sl PERSENTASE (%)
(Orang)
1 SD 0 0%
2 SLTP 5 2%
3 SLTA 98 71%
4 D1-D3-D4 10 7%
5 S1 25 18 %
6 S2 ke Atas 0 0%
7 Tidak mencantumkan 0 0%
Jumlah 138 100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian

ini berpendidikan setingkat SLTA yaitu 98 orang atau 71%.

D. Pekerjaan Utama

Tabel 6
Jenis Pekerjaan Responden
NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAH PENGGUNA PERSENTASE (%)
(Orang)
1. Pegawai Swasta 15 11 %
2. Wiraswasta 104 75 %
3. PNS/TNI/Polri 8 6 %
4. Pelajar/Mahasiswa/dll 11 8%
Jumlah 138 100 %

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa urutan tertinggi responden yang mengurus
perizinan berdasarkan jenis pekerjaan adalah Pegawai Swasta sebanyak 15 orang (11%),
Wiraswasta sebanyak 104 orang (75%), PNS/TNI/Polri sebanyak 8 orang (6%), serta
Pelajar/Mahasiswa/dll sebanyak 11 orang (8%). Seiring dengan data tersebut diatas dan

berdasarkan fakta yang ada bahwa mayoritas yang mengurus izin dan nonperizinan adalah

Wiraswasta.
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BAB IV
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kuesioner yang terkumpul sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) bundel angket untuk
kegiatan semester | yang dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2022. Berdasarkan
Survei kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Selatan dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa
IKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
dengan nilai konversi/IKM sebesar “88,75” berada pada kategori / nilai mutu pelayanan “Sangat
Baik” (pada interval 88,31-100,00), dari hasil 138 (seratus tiga puluh delapan) korensponden yang
diwakili oleh 2 (dua) bidang perizinan yaitu: Bidang Perizinan Perizinan Ekonomi dan SDA sebanyak
118 (seratus delapan belas) responden dengan nilai IKM 88,50 (Sangat Baik), Bidang Infrastruktur
dan Sosial sebanyak 10 (sepuluh) responden dengan nilai IKM 87,75 (Baik), kemudian juga Layanan
Pengaduan dan Informasi pada bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi sebanyak
10 (sepuluh) responden dengan nilai IKM 88,25 (Baik) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
lampiran data analisa hasil survei.

Hasil IKM terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan
hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut. Untuk mengetahui gambaran secara detail
tentang kepuasan masyarakat terhadap masing-masing indikator atau unsur pelayanan harus

dilakukan proses perhitungan dan analisis IKM yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7
Nilai Per-Indikator dan Jumlah Rata-rata Terimbang IKM
Semester |
Semester |
Januari - Juni 2021
No. Indikator Pelayanan . NRR
NRR Per-Indikator Tertimbang
1 | Kesesuaian Persyaratan 483 0,39
2 | Kemudahan Prosedur 481 0,39
3 | Ketepatan Waktu Pelayanan 478 0,38
4 | Kewajaran Biaya/Tarif 448 0,36
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 480 0,39
5 Kompetensi Pelaksanaan/ Kemampuan 492 0,40
Petugas




7 | Perilaku Pelaksana 493 0,40
Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan 548 0,44
Sarana dan Prasarana 491 0,40

IKM 3,55
Nilai Konversi IKM 88,75
Nilai Mutu Pelayanan “A”
Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik
Tabel 8
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran IKM
No. Indikator Pelayanan l\gé?i I?ﬁi;:c%tf Kategori Nli?riir?;tf;g:a
1 2 3 4 5
1. | Kesesuaian Persyaratan 483 3,50 Baik
2. | Kemudahan Prosedur 481 3,49 Baik
3. | Ketepatan Waktu Pelayanan 478 3,46 Baik
4. | Kewajaran Biaya/Tarif 448 3,25 Baik
5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 480 3,48 Baik
6. I;;Tgpae:en3| Pelaksana/Kemampuan 492 3,57 Sangat Baik
7. | Perilaku Pelaksana 493 3,57 Sangat Baik
8. FI\’/(Ie;:LnEaannan Pengaduan, Saran dan 548 3.7 Sangat Baik
9. | Sarana dan Prasarana 491 3,56 Sangat Baik

Dengan demikian Nilai IKM dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai IKM = Nilai Total per unsur dikali dengan Nilai Dasar.
3,55 x25=288,75

2. IKM terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan selatan dengan Nilai IKM (88,75) selanjutnya dikonversikan dengan

nilai interval pada tabel dibawabh ini.




3.

Tabel 9

Nilai Persepsi, Interval IKM,
Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI NILAI NILAI MLITG KISEFTJA
INTERVAL PELAYANAN
PERSEPSI | INTERVAL (NI) |, o\VEra! ik e PELA(\\((?NAN
1 1,00 _ 2.5996 25.00 _ 64,99 D Tidak Baik
2 2.60 _ 3,064 65.00 _ 76.60 C Kurang Baik
3 3.0644 _ 3,532 76.61 _ 88.30 B Baik
4 3.5324 _ 4,00 88,31 100,00 A Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Setelah dilakukan konversi dengan nilai interval IKM, dapat disimpulkan bahwa tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikategorikan Sangat Baik
(88,75) karena termasuk dalam nilai interval konversi (88,31-100,00).

Untuk mengetahui hasil IKM secara terperinci, berikut merupakan hasil perhitungan pada

Persyaratan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 10

Tingkat Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

masing-masing unsur pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Alternatif Jawaban Skor Jumla(tlolf:nsg)onden Nilai R:s‘:jsg;s& )
Tidak Sesuai 1 0 0 0%
Kurang Sesuai 2 0 0 0%
Sesuai 3 69 207 50%
Sangat Sesuai 4 69 276 50%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 483 100%
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1. Grafik Tingkat Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
Berdasarkan tabel tersebut di atas,
secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
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U1. Kesesuaian Persyaratan

Pertanyaan nomor 1 tentang kesesuaian persyaratan prosedur administrasi pelayanan.
Jumlah responden yang memberikan jawaban sesuai sebanyak 56 orang dengan persentase
47% dan jawaban sangat sesuai sebanyak 62 orang dengan persentase 53%. Jawaban
responden tersebut seiring dengan kemudahan persyaratan yang diberikan kepada
masyarakat, adapun persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat sesuai SOP. Kesimpulan
untuk tingkat kesesuaian persyaratan prosedur administrasi pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan

62 orang responden adalah sangat sesuai.

Prosedur Pelayanan

Data mengenai tingkat kemudahan prosedur pelayanan diolah melalui pertanyaan
nomor 2. Pertanyaan tersebut mengulas tentang kemudahan prosedur yang diberikan. Dari
hasil Survei yang dilakukan melalui 138 orang responden yang ditanyakan tentang tingkat
kemudahan prosedur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 69 orang
(50%) menyatakan prosedur pelayanan sangat mudah dan sebanyak 67 orang (49%)
menyatakan prosedur pelayanan mudabh, serta 2 orang (1%) menyatakan prosedur pelayanan
kurang mudah. Maka dapat disimpulkan tingkat kemudahan prosedur pelayanan pada Dinas
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah
sangat mudah.

Tabel 11
Tingkat Kemudahan Prosedur Pelayanan
. Jumlah Responden _— Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)

Tidak Mudah 1 0 0 0%
Kurang Mudah 2 2 4 1%
Mudah 3 67 201 49%
Sangat Mudah 4 69 276 50%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 481 100%

2. Grafik Tingkat Kemudahan Prosedur Pelayanan
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
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U2. Kemudahan Prosedur

Ketepatan Waktu Pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan. Berikut ini

merupakan tabel nilai tingkat kepastian jadwal pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil Survei yang

dilakukan.
Tabel 12
Ketepatan Waktu Pelayanan
Alternatif Jawaban | Skor "“m'a(':)'f::gf"de“ Nilai Re':i’jﬁg:?‘sg% )

Selalu Tidak Tepat 1 0 0 0%
Kadang-kadang Tepat 2 2 1%
Banyak Tepatnya 3 72 216 52%
Selalu Tepat 4 65 260 47%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 478 100%

3. Grafik Ketepatan Waktu Pelayanan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
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dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
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U3. Ketepatan Waktu Pelayanan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk unsur pelayanan ketepatan

waktu dinilai Kadang-kadang Tepat oleh 1 orang dengan persentase 1%, banyak tepatnya

oleh 72 orang dengan persentase 52% dan selalu tepat oleh 65 orang dengan persentase 47%.

Maka disimpulkan Kepastian Jadwal Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah Tepat Waktu.
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4. Kewajaran Biaya Pelayanan

Berdasarkan pertanyaan no.4 didapat tanggapan responden mengenai tingkat Kewajaran

Biaya Pelayanan. Berdasarkan data yang ada sebanyak 104 orang responden (75%)

menyatakan bahwa tingkat kewajaran biaya murah dan 34 orang responden (25%)

menyatakan bahwa tingkat kewajaran adalah gratis. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa tingkat kewajaran biaya yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berada pada tingkat

Sangat Wajar.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :
Tabel 13
Tingkat Kewajaran Biaya Pelayanan
Alternatif Jawaban Skor Jumla:\ols::g)onden Nilai RePs‘:)r:r(:::zs(i %)

Sangat Mahal 1 0 0 0%
Cukup Mahal 2 0 0 0%
Murah 3 104 312 75%
Gratis 4 34 136 25%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 448 100%
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4. Grafik Tingkat Kewajaran Biaya Pelayanan
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
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U4. Kewajaran Biaya/Tarif
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Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil Survei yang dilakukan terhadap 138 orang responden,

sebanyak 66 orang (48%) menyatakan bahwa tingkat kesesuaian produk pelayanan sangat

sesuai dan 72 orang (52%) menyatakan sesuai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tingkat kesesuaian produk pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data tersebut

dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 14
Tingkat Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Alternatif Jawaban | Skor "”m'a(ho'f::g)"“de“ Nilai Rez;’(f:g;sg% )
Tidak Sesuai 1 0 0 0%
Kurang Sesuai 2 0 0 0%
Sesuai 3 72 216 52%
Sangat Sesuai 4 66 264 48%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 430 100%
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5. Grafik Tingkat Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
dapat disajikan dalam grafis berikut ini
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U5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

K
@ pMplsp..



6.

Kompetensi Pelaksana

Kompetensi petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Melalui kuesioner mengenai tingkat
kemampuan petugas pelayanan menunjukkan bahwa 78 orang (57%) berpendapat petugas

pelayanan sangat mampu dan terampil melayani, 60 orang (43%) berpendapat bahwa

petugas mampu melayani. Maka dapat disimpulkan petugas pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

berdasarkan pendapat responden dinilai Sangat Mampu dan Terampil memberikan

pelayanan. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
perizinan dan nonperizinan mengenai kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15
Tingkat Kompetensi Pelaksana

Alternatif Jawaban Skor J“""a(ho'f::g)"“de“ Nilai Re':‘l’o’jﬁgz‘s& :
Tidak mampu 1 0 0 0%
Kurang mampu 2 0 0 0%
Mampu 3 60 180 43%
Sangat mampu dan Terampil 4 78 312 57%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 492 100%

6. Grafik Tingkat Kompetensi Pelaksana
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
dapat disajikan dalam grafis, sebagai berikut :

60% 57%

50%

43%

40%

30%

20%

10%

0% 0% 0%

0%
U6. Kompetensi Pelaksana/Kemampuan Petugas
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7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Adapun hasil
jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan dan nonperizinan

terhadap perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16
Tingkat Perilaku Pelaksana
. Jumlah Responden _— Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)

Tidak Sopan dan Tidak Ramah 1 0 0 0%
Kurang Sopan dan Kurang Ramah 2 0 0 0%
Sopan dan Ramah 3 59 177 43%
Sangat Sopan dan Sangat Ramah 4 79 316 57%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 493 100%

7. Grafik Tingkat Perilaku Pelaksana
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
dapat disajikan dalam grafis, sebagai berikut :
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U7. Perilaku Pelaksana

Dari hasil Survei yang dilakukan mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kesopanan dan keramahan petugas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, 79 orang (57%) menyatakan bahwa
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petugas pelayanan Sangat Sopan dan Sangat Ramah, 59 orang (43%) menyatakan Sopan

dan Ramah. Maka dapat disimpulkan perilaku petugas pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan secara umum

dirasakan Sangat Sopan dan Sangat Ramah.

Penanganan Pengaduan, Sarana & Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Selatan mengenai penanganan pengaduan, saran dan masukan menunjukkan 134 orang

(97%) menyatakan pelayanan pengaduan dikelola dengan baik, 4 orang (3%) menyatakan,

berfungsi kurang maksimal. Berdasarkan data tersebut, pelayanan pengaduan, saran, dan

masukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Selatan dinilai dikelola dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 17
Tingkat Penanganan Pengaduan, Sarana & Masukan
. Jumlah Responden _ Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)

Tidak Ada 1 0%
Ada, Tetapi tidak berfungsi 2 0%
Berfungsi Kurang Maksimal 3 12 3%
Dikelola dengan Baik 4 134 536 97%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 548 100%

~ IR0
fi Dina‘s‘&

= pPmMpiLsp



8. Grafik Tingkat Penanganan Pengaduan, Sarana & Masukan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
dapat disajikan dalam grafis, sebagai berikut :
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U8. Penanganan Pengaduan, Sarana & Masukan

Sarana dan Prasarana

0%

Sarana dan Prasarana merupakan sarana yang digunakan penyelenggara untuk melaksanakan

pelayanan yang optimal pada pengurusan perizinan. Pertanyaan mengenai hal ini adalah

pertanyaan kesembilan pada kuesioner, bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan

pengguna layanan ketika mendapat pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan

masyarakat pengguna layanan perizinan dan nonperizinan terhadap sarana dan prasarana

pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 18
Tingkat Sarana dan Prasarana
. Jumlah Responden _— Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)

Buruk 1 0 0%
Cukup 2 4 1,45%
Baik 3 57 171 41,30%
Sangat Baik 4 79 316 57,25%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%

Jumlah 138 491 100%
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B. Hasil Survei Kualitatif
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9. Grafik Tingkat Sarana dan Prasarana
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual
dapat disajikan dalam grafis, sebagai berikut :
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U9. Sarana dan Prasarana

Pendapat responden berkaitan dengan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan

menunjukkan bahwa 79 orang (57,25%) menyatakan Sangat Baik sedangkan 57 orang

(41,30%) menyatakan Baik, 2 orang (1,45%) menyatakan Cukup. Maka dapat disimpulkan

bahwa Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan sangat baik.

Hasil Survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis

di dalam Kuesioner. Saran-saran perbaikan dalam layanan Publik Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, yang diusulkan responden antara

lain

1

Semoga kedepan lampu ruang pelayanan dapat lebih terang.

2

Semoga petugas pelayanan dapat lebih ramah, membantu, dan profesional.

Semoga ruang pelayanan dapat lebih adem dan nyaman dalam menunggu prosedur
pelayanan.

Semoga kursi ruang pelayanan dapat lebih banyak lagi menampung pemohon izin, dan
kursi yang rusak dapat diganti yang lebih baik.

Semoga kedepan ada banyak pulpen meja yang dapat membantu proses pelayanan lebih
mudah.

Agar lebih di tingkatkan lagi petugas loket untuk pelayanan.
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7

Agar lebih banyak permen di ruang tunggu pelayanan.

8

Agar dapat diisi lebih banyak jenis minuman di kulkas/showcase.

9

Warna karpet terlalu gelap karna ruangan sdh gelap jd tambah gelap druangan, semoga
kedepan warna karpet lebih cerah dan ruangan lebih terang.

10

Agar kedepannya petugas lebih ramah dan murah senyum.

11

Tingkatkan pelayanan agar lebih baik lagi.

12

Semoga kedepannya tersedia air putih dan bebagai macam minuman / shack.

13

Semoga dapat diperhatikan dan diperbaiki tempat bermain anak, agar yang membawa
anak-anak dapat leluasa mengurus izin.

14

Agar AC dapat lebih dingin dan sejuk.

15

Agar pemohon izin dapat diberitahukan prosedur perizinan dan alurnya.

16

Tempat bermain anak kurang luas, semoga dapat lebih ditingkatkan lagi agar dapat
menampung lebih banyak anak-anak / lebih banyak mainan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dari tanggapan-tanggapan terhadap angket/kuesioner yang tersebar bahwa masyarakat puas

terhadap pelayanan yang diberikan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan terdapat

Masukan/Saran oleh masyarakat yang menjadi acuan untuk rencana tindak lanjut terhadap

apresiasi dari masyarakat, hasil masukan/saran ditindaklanjuti menurut jangka waktu

penyelesaian, sebagai berikut :

No. MASUKAN / SARAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Semoga kedepan lebih banyak hal yang

1 | menunjang pemohon izin dal.am menunggu Sudah Ada
giliran pelayanan, seperti minuman gratis,
teh, dan kopi.

9 Semoga petugas pelayanan.dapat lebih 1 Bulan
ramah, membantu, dan profesional.
Semoga ada sistem / apk online agar

3 | permohonan rekomendasi undian bisa di Sudah Ada
urus dengan online (hemat waktu).

4 Agar lebih di tingkatkan lagi petugas loket 1 Bulan
untuk pelayanan.
Petugas baru masih perlu di dampingi

5 | petugas senior, semoga kedepan petugas 1 Bulan
pelayanan lebih profesional.

6 Agar pemor_lo_n izin dapat diberitahukan 1 Bulan
prosedur perizinan dan alurnya.

7 Agar kedepannya petugas lebih ramah dan 1 Bulan
murah senyum.

8 | Tingkatkan pelayanan agar lebih baik lagi. 1 Bulan
Pelayanan sudah baik, agar lebih

o ditingkatkan. 1 Bulan
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Semoga ruang pelayanan dapat lebih adem

10 [ dan nyaman dalam menunggu prosedur 1 Bulan
pelayanan.
11 Semoga sarana toilet lebih lengkap dan Sudah Ada

lebih bersih lagi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini disimpulkan bahwa nilai IKM

berdasarkan hasil Survei kepada pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimatan Selatan pada Semester | tahun 2022 adalah 88,75 dan

berada pada kategori “SANGAT BAIK”. Adapun kesimpulan pada masing-masing unsur

pelayanan sebagai berikut:

1.

10.

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berada pada kategori “BAIK*;

Kemudahan Prosedur Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berada pada kategori “BAIK*;

Ketepatan Waktu Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “BAIK*;

Kewajaran Biaya/Tarif pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “BAIK*;

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “BAIK*;

Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “SANGAT BAIK*;

Perilaku Pelaksana Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “SANGAT BAIK*;

Penanganan Pengaduan, Sasaran dan Masukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “SANGAT BAIK*;
Sarana dan Prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “SANGAT BAIK*;

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “SANGAT BAIK*.

Hasil penelitian/Survei mengenai IKM terhadap pelayanan perizinan pada Semester | tahun

2021 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan

9 (sembilan) indikator atau unsur pelayanan memperoleh nilai IKM 88,75, sehingga kinerja

pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Selatan secara umum dalam kategori “SANGAT BAIK”.
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B. Saran

Berbagai keluhan pelayanan perizinan masih sering terjadi dimasyarakat misalnya lama
waktu penyelesaian izin, kurang transparan, profesionalisme front office, serta sulitnya prosedur.
Dengan berlandaskan kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan berbagai upaya dilakukan
untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan
khususnya bidang perizinan, oleh karena itu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat
meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan
prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Penyelenggaraan PTSP
Daerah juga mewujudkan layanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau,
profesional, berintegrasi, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

perizinan dan nonperizinan.
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Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |

NILAI PER UNSUR PELAYANAN
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Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |
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Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
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Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
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Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
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Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |
134 3 3 3 4 3 4 4 4 4
135 4 3 3 4 4 4 4 4 3
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4
137 3 4 3 4 3 3 4 3 3
138 4 4 3 4 3 3 4 4 4
Jumlah Nilai per Unsur 483 481 478 448 480 492 493 548 491

NRR per unsur

NRR tertimbang

*) Jumlah NRR tertimbang

**) Jumlah nnr tertimbang x 25

* Pelayanan DPMPTSP sebanyak 138 responden dengan nilai 88,75 (Sangat Baik)



Bidang : Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Semester |
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Bidang : Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |
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Bidang : Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |
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Bidang : Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |
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Bidang : Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |
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Jumlah Nilai per Unsur

416

415

413

375

413

420

417

471

422

NRR per unsur

3,53

3,52

3,50

3,18

3,50

3,56

3,53

3,99

3,58

NRR tertimbang

0,39

0,39

0,39

0,35

0,39

0,40

0,39

0,44

0,40

*) Jumlah NRR tertimbang

3,54

**) Jumlah nnr tertimbang x 25

88,50

* Untuk Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebanyak 118 responden dengan nilai 88,50 (Baik)




Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang : Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Semester |

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 3 3 3 3 3 4 4 4 3

3 3 3 3 4 3 4 3 4 3

4 3 3 3 3 4 4 4 4 4

5 3 3 3 3 4 4 4 4 4

6 3 4 3 4 3 3 4 4 4

7 3 2 3 3 3 3 4 4 3

8 4 4 4 4 3 3 3 3 3

9 3 3 3 3 3 3 3 4 3

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Jumlah Nilai per Unsur 33 33 33 35 34 36 37 39 35
NRR per unsur 3,30 3,30 3,30 3,50 3,40 3,60 3,70 3,90 3,50
NRR tertimbang 0,37 0,37 0,37 0,39 0,38 0,40 0,41 0,43 0,39

*) Jumlah NRR tertimbang
**) Jumlah nnr tertimbang x 25 87,75

* Untuk Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial sebanyak 10 responden dengan nilai IKM 87,75 (Baik)




Bidang : Layanan Pengaduan dan Informasi
Data Analisa Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Semester |

1 3 3 3 3 3 3 4 3 4

2 3 2 3 3 3 3 3 4 2

3 3 3 3 4 3 4 4 4 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 3 3 3 4 3 4 4 4 4

6 3 3 3 4 3 4 4 4 4

7 4 3 3 4 4 4 4 4 3

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 3 4 3 4 3 3 4 3 3

10 4 4 3 4 3 3 4 4 4

Jumlah Nilai per Unsur 34 33 32 38 33 36 39 38 34
NRR per unsur 3,40 3,30 3,20 3,80 3,30 3,60 3,90 3,80 3,40
NRR tertimbang 0,38 0,37 0,36 0,42 0,37 0,40 0,43 0,42 0,38

*) Jumlah NRR tertimbang 3’53

* Untuk Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi sebanyak 10 responden dengan nilai IKM 88,25 (Baik)



SKM Online

https://[simapan.kalselprov.go.id/skm/Survei.php

m|In

Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat
PERHATIAN :

. Tujuan Survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara objektif mengenai
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat
dipertanggungjawabkan

. Hasil Survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan IKM terhadap pelayanan
publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat

. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan

. Survei tidak ada hubungannya dengan Pajak ataupun Politik

1/11
Data Masyarakat (Responden)

Nomor Resi


https://simapan.kalselprov.go.id/skm/Survei.php

5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian pelayanan antara yang 1 Tidak Sesuai
tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil atau produk yang 2 Kurang Sesuai
diberikan/Anda terima? 3 Sesuai

4 Sangat Sesuai

Jika Pilihan Bapak/Ibu Tidak atau Kurang Sesuai apakah dikarenakan : I(ueSioner

a) Standar Pelayanan tidak dipasang/dipublikasikan
b) Tidak sesuai kelas pelayanan atau produk layanan yang diterima

T e Survey Kepuasan Masyarakat

6. Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan / kompetensi petugas
dalam memberikan pelayanan?

Tidak Mampu

Kurang Mampu

Mampu

Sangat Mampu dan Terampil

B(WIN|-

Jika Pilihan Bapak/lbu Tidak atau Kurang Mampu Sesuai apakah dikarenakan :
a) Petugas baru perlu didampingi petugas senior
b) Masih ada yang tidak terampil (seperti menggunakan komputer, dll)
c) Kemampuan petugas tidak merata
Harapan atau Keluhan Bapak/Ibu :

H GMAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IS1 KALIMANSY N SELATAN

7. Bagaimana pendapat Anda tentang tutur kata, sikap, dan perilaku 1 Tidak Sopan dan Ramah
petugas pada saat memberikan pelayanan kepada saudara? 2 Kurang Sopan dan Ramah
3 Sopan dan Ramah
4 Sangat Sopan dan Ramah PlA':.A“A.A" MODAL
Jika Pilihan Bapak/Ibu Tidak atau Kurang Cepat apakah dikarenakan : "-""“'""- SELATAN AT PBTY
a) Masih ada yang judes, tidak sopan
b) Kurang sabar melayani masyarakat
c) Kurang senyum dan perhatian
Harapan atau Keluhan Bapak/Ibu :
8. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna 1 Tidak Ada
layanan? 2 Ada, tetapi Tidak Berfungsi
3 Berfungsi Kurang Maksimal
4 Dikelola dengan Baik
Jika Pilihan Bapak/lbu Tidak atau Kurang Berfungsi apakah dikarenakan :
a) Tidak tersedia wadah atau media untuk mengadu . N ;
b) Tidak tahu kemana harus mengadu PELAYANAN ‘ .1 Nl : ;M:-";"'uf"n"m
c) Penanganan atau tindak lanjut pengaduan tidak diinformasikan/tidak jelas ’ > e 2001 11N PERIISAY BNISE PLYDEY]
Harapan atau Keluhan Bapak/Ibu : ‘ - ‘
9. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana pada 1 Buruk
pelayanan ini? 2 Cukup
3 Baik
4 Sangat Baik

Jika Pilihan Bapak/Ibu Cukup atau Buruk apakah dikarenakan :
a) Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas
b) AC tidak ada atau tidak berfungsi / ruangan panas
c) Tempat parkir sempit
d) Tempat sampah kurang
e) Perlengkapan / peralatan tidak modern
f) Toilet kotor / air mati
g) Tidak ada fasilitas bacaan / playground anak
Harapan atau Keluhan Bapak/Ibu :

*
SN

é.rp. Dlnas

Melayani dengan Amanah, Nyaman, Transparan,
Akuntabel, dan Profesional

Terimakasih atas partisipasi anda



Pendapat Masyarakat Tentang

Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi

pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I1I. PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN

(Mohon dipilih salah satu pilihan dengan tanda silang (x) pada angka yang tersedia)

Provinsi Kalimantan Selatan 1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan yang harus | 1 | Tidak Sesuai
dipenuhi dengan jenis pelayanan yang anda dapatkan? 2 | Kurang Sesuai
I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN) s e A -
(Lingkari kode angka sesuai jawaban responden) S 3 Sesuai
Nomor Responden HEN 4 | Sangat Sesuai
T Tahun = oL Jika Pilihan Bapak/Ibu Tidak atau Kurang Sesuai apakah dikarenakan :
e P - T m o) Tiak terdapet enlaan ket prsyaatn
Pendidikan Terakhir 1. SD ke Bawah 4. D1-D2-D3 idak PaRPEN) PELEY
e i = - c) Tlta Irelan;par;nt ——
e N A Aias arapan atau Keluhan Bapak/Ibu :
Pekerjaan Utama 1. Pimpinan Perusahaan 4. PNS/TNI/Polri
2. M /Wakil 5. Pelajar/Mahasi - - P
A St — 2. Bagaimana prosedur yang anda lalui untuk mendapatkan pelayanan? 1 | Berbelit, Tidak Mudah
Manajemen 6. Lainnya.....(sebutkan) 2 | Agak Mudah
3. Wiraswasta 3 Mudah
Jenis Layanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan pada Sektor : 4 | Sangat Mudah
I. Bidang Perizinan Ek i dan Sumberdaya Al T " 7 -
e °.n°ml B 2y 2 £t Jika Pilihan Bapak/Ibu Tidak atau Agak Mudah Sesuai apakah dikarenakan :
., don Perilanth a) Prosedur tidak dijelaskan dan alurnya rumit
02 S b) Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan
03. P T = O unan c) Tidak mudah untuk bisa berkomunikasi dengan petugas
04. Pertanian Sektor Perternakan Harapan atau Keluhan Bapak/lbu .
05. Perdagangan
06. Energi dan Sumber Daya Mineral
07. Perindustrian 3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam pemberian 1 | Tidak Cepat
08. Lingkungan pelayanan? 2 | Kurang Cepat
09. Pariwisata 3 | Cepat
10. Pertanahan 4 Sangat Cepat
) o . . Jika Pilihan Bapak/Ibu Tidak atau Kurang Cepat apakah dikarenakan :
II. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial [ ] [ ] a) Antrian lama
11. Kesehat . -
esf: aran b) Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai jadwal
L2 Sostal c) Petugas lambat dan kurang merespon pertanyaan masyarakat
13. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Harapan atau Keluhan Bapak/lbu i
14. Perhubungan :
15. Tenaga Kerja
1@ Lyt 4. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian / kewajaran biaya yang 1 | Sangat Mahal
17, 1Emeich Em dibayarkan untuk jenis pelayanan yang Anda terima? 2 | Cukup Mahal
18. Penelitian 3 Murah
19. Kearsipan 4 Gratis

II1.

Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Data Informasi

20. Pengaduan dan Informasi

IT.

DATA PENCACAH/PENGUMPUL DATA

Jika Pilihan Bapak/Ibu Tidak atau Kurang Sesuai apakah dikarenakan :
a) Terdapat biaya tambahan

b) Ketidakwajaran biaya

c) Biaya yang tidak ditanggung mahal

Nama

NIP/DATA LAIN

Harapan atau Keluhan Bapak/lbu :




Nilai Total Unsur Pelayanan

No Tt PR Total Nilai Nilai Rata-rata Kategori Nilai Bata-rata
Per-Indikator Per-Indikator Terimbang

1 Kesesuaian Persyaratan 483 3,50 Sangat Baik 0,39
2 Kemudahan Prosedur 481 3,49 Sangat Baik 0,39
3 Ketepatan Waktu Pelayanan 478 3,46 Sangat Baik 0,38
4 Kawajaran Biaya/Tarif 448 3,25 Sangat Baik 0,36
9 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 480 3,48 Sangat Baik 0,39
6 Kompetensi Pelaksana/Kemampuan Petugas 492 3,57 Sangat Baik 0,40
7 Perilaku Pelaksana 493 3,57 Sangat Baik 0,40
8 Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan 248 3,97 Sangat Baik 0,44
9 Sarana dan Prasarana 491 3,56 Sangat Baik 0,40
Nilai Total Unsur Pelayanan Sangat Baik 3,55




U1. Kesesuaian Persyaratan 3,50
. . Persentase
Alternatif Jawaban Skor | Jumlah Responden (Orang) Nilai Responden (%)
Tidak Sesuai 1 0 0%
Kurang Sesuai 2 0 0%
Sesuai 3 69 207 50%
Sangat Sesuai 4 69 276 50%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 483 100%
U2. Kemudahan Prosedur 3,49
. - Persentase
Alternatif Jawaban Skor | Jumlah Responden (Orang) Nilai Responden (%)
Tidak Mudah 1 0 0 0%
Kurang Mudah 2 2 4 1%
Mudah 3 67 201 49%
Sangat Mudah 4 69 276 50%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 481 100%
U3. Ketepatan Waktu Pelayanan 3,46
. - Persentase
Alternatif Jawaban Skor | Jumlah Responden (Orang) Nilai Responden (%)
Selalu Tidak Tepat 1 0 0 0%
Kadang-kadang Tepat 2 1 2 1%
Banyak Tepatnya 3 72 216 52%
Selalu Tepat 4 65 260 47%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 478 100%
U4. Kewajaran Biaya/Tarif 3,25
. - Persentase
Alternatif Jawaban Skor | Jumlah Responden (Orang) Nilai Responden (%)
Sangat Mahal 1 0 0 0%
Cukup Mahal 2 0 0 0%
Murah 3 104 312 75%
Gratis 4 34 136 25%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 448 100%
U5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,48
. - Persentase
Alternatif Jawaban Skor | Jumlah Responden (Orang) Nilai Responden (%)
Tidak Sesuai 1 0 0 0%
Kurang Sesuai 2 0 0 0%
Sesuai 3 72 216 52%
Sangat Sesuai 4 66 264 48%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 480 100%




UB. Kompetensi Pelaksana/Kemampuan Petugas 3,57
. Jumlah Responden . Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)
Tidak mampu 1 0 0%
Kurang mampu 2 0 0%
Mampu 3 60 180 43%
Sangat mampu dan Terampil 4 78 312 57%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 492 100%
U7. Perilaku Pelaksana 3,57
. Jumlah Responden _— Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)
Tidak Sopan dan Tidak Ramah 1 0 0 0%
Kurang Sopan dan Kurang Ramah 2 0 0 0%
Sopan dan Ramah 3 59 177 43%
Sangat Sopan dan Sangat Ramah 4 79 316 57%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 493 100%
U8. Penanganan Pengaduan, Sarana & Masukan 3,97
. Jumlah Responden . Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)
Tidak Ada 1 0 0 0%
Ada, Tetapi tidak berfungsi 2 0 0 0%
Berfungsi Kurang Maksimal 3 4 12 3%
Dikelola dengan Baik 4 134 536 97%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 548 100%
U9. Sarana dan Prasarana 3,56
. Jumlah Responden . Persentase
Alternatif Jawaban Skor (Orang) Nilai Responden (%)
Buruk 1 0 0 0%
Cukup 2 2 4 1,45%
Baik 3 57 171 41,30%
Sangat Baik 4 79 316 57,25%
Tidak Mencantumkan 0 0 0 0%
Jumlah 138 491 100%
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INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEMESTER |

NAMA LAYANAN: PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

JUMLAH
JENIS
KELAMIN
LAKI-LAKI

PEREMPUAN | :

PENDIDIKAN

SD
SLTP
SLTA
D-111
S-1
S-2

138

11121
17

0
5
98
10
25
0

ORANG

ORANG
ORANG

ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG

NILAI IKM

88,75

PERIODE SURVEI

1 JANUARI 2022 S/4 30 JUNI 2021

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH
ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT
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